BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 56 /KPTS/ T /2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

Menimbang

Mengingat

LISTRIK TENAGA MESIN GAS DI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS OLEH PT. NAVIGAT HIDRO

BUPATI BENGKALIS,

bahwa kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Mesin Gas (PLTMG) oleh PT. Navigat Hidro merupakan
kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL);

bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari
aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin
lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf, a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Bengkalis tentang Izin Lingkungan
Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis oleh PT. Navigat Hidro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;




7 Peraturan Menten Negara ngkungan Hldup Nomor 08
Tahun 2013 tentang Tata Kerja Kom1s1 Penilai Anahs1sv
Mengena1 Dampak ngkungan Hldup, . S

'1‘ Memperhaﬁkan :‘ Surat Permohonan Persetujuan Rekomendas1 Formuhr UKL-_
: 3 UPL dan  Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik
: Tenaga Mesin. Gas . (PLTMG) PT. Nav1gat Hidro Nomor:

' 004/VII/NH/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang berlokasi di =

" Y,Desa Balal Pungut Kecamatan ngglr Kabupaten Bengkahs

MEMUTUSKAN
'-‘_;’Ménetapké.hl | ‘:_ et = ST
' KESATU : - : Membenkan Izm Llngkungan, kepada o
L 1. ,Pemrakarsa B . PT. Nav1gat Hidro , N
- 281dang Usaha ‘Pembangklt LlStI’lk Tenaga Mesm
o Gas (PLTMG) '
' 3 j Penanggﬁnéawéb :':Roml Betla Hlmawatl
,‘;,_Keglatan T GRS v Sl n
| ’4»L"‘}ZA1amat Kantor f.,i‘é‘éédung?Ban Lantai 8 suite 806 JL

N R - Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta
5. Lokasi Kegi{at‘a‘ri’ oadL Chevron Desa -Balai Pungut
e+ o Kecamatan - Plngglr ~ Kabupaten
SR o }jfi,‘?}_Bengkalls Prop1ns1 Rlau ‘ o
6.*Deskr1ps1 Keglatan S :

-a. Kapasitas Pembangklt L1str1k Tenaga Mesin - Gas
.. (PLTMG) oleh PT. Navigat Hidro adalah 30 MW dengan

‘menggunakan 8 unit genset yang masmg—masmg S

: memiliki daya terpasang 4.450 KVA;
b. Total luas areal yang dlgunakan + 2. 550 m?2 dengan,
- status lahan milik PLN;" o

; c Kegiatan - pada - tahap ‘pra‘ konstruk31 adalah‘ .

-fpenandatanganan kontrak kexjasama, ==
. d. Kegiatan pada tahap konstruks1 terdiri dari :
- 1. Rekruitmen tenaga kerja; =~ -
. 2. Mobilisasi peralatan dan mesin genset;
3. Pembangunan sarana dan prasarana
... a) Bangunan kantor '
~ . .b) Control Room; :
¢) Gudang dan Bengkel
. .d) Tempat kedudukan pembangklt
ve')};_Instalas1 gas ' g ;
. f) Instalasi j Ja.mngan, dan
©. . g) Pemutusan hubungan ketja,
: e. Keglatan pada tahap operasi terdm dan
1. Rekruitmen tenaga kerja; © = -
2 Pengoperas1an PLTMG: -
a) Operasional pembangk1t
. b) Perawatan pembangkit;
- . ¢). Preventive maintenance;
- d) Corrective maintenance; .
~le) {‘Improvement malntenance . E R
1) ,__Operaswnal gudang dan perbengkelan, :




 KEDUA

~ KETIGA

' KEEMPAT  : |
. i sebaga1 . syarat  penerbitan .izin = dalam : pelaksanaan ol
Lo keglatan sebagalmana dlmaksud pada DIKTUM KETIGA. |

 KELIMA

~ KEENAM

g) Slstem pemadam kebakaran ‘ L
. h) Sistem penanganan 11mbah Bahan Berbahaya. -
b  dan Beracun (B3); - '

f Keglatan pada tahap pasca operasi terdln dari :
1. Pemutusan hubungan kelja, SRy
2 ‘Pembongkaran - dan péngangkutan .~ ‘mesin
‘pembangkit; dan . IR R
3 Rehablhta81 Iahan

: Ruang hngkup keglatan déléin’i . izin lmgkungan .
sebagmmana dimaksud pada DIKTUM KESATU mencakup

keglata_n yang tercantum dalam Formulir dan Rekomendasi

fw{‘fUpaya Pengelolaan ngkungan ‘Hidup dan Upaya
- Pemantauan- Llngkungan Hidup Pembangunan Pembangklt'»
' .L1str1k Tenaga Mesm Gas (PLTMG) oleh P’I‘ Nav1gat Hidro.

: jP’I‘ Nav1gat HldI‘O dalam melaksanakan keglatannya harus
- memenuh1 persyaratan dan wa_ub mem1hk1 :

a. Izin perhndungan dan pengelolaan lmgkungan hldup )
w untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas

S -1. Izin Pembuangan Limbah CaJr,

f2 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 : L
- 3. Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perhndungan o
* ‘dan pengelolaan hngkungan hidup. - '

i l.b}.-‘-Izm usaha dan/atau izin lalnnya yang terkalt dengan :

’jkeglatannya :

Instansi pemben izin weglb memperha'ukan izin hngkungan ‘

i PT. Nav1gat Hldro dalam melaksa_nakan keglatannya harus
. memenuhi - kewa_]lban pengelolaan dampak  lingkungan
o sebagalmana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan
- Lingkungan Hldup dan Upaya Pemantauan ngkungan .

' 7H1dup (UKL-UPL) [ . :

= PT.. Nav1gat HldI'O < dalam melaksanakan kewa_]lban S
sebagalmana ‘dimaksud ‘pada’ DIKTUM KELIMA juga
~ melaksanakan hal-hal sebagai berikut: . .
an melakukan koordinasi dengan 1nstan31 pusat maupunk

_daerah, berkalt_an dengan pelaksanaan kegiatan; e
+b. mengupayakan aplikasi ‘3R (Reduce, Reuse dan Recyle) '

- terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

e ‘pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan

- diserahkan kepada’ plhak ketiga yang memiliki izin sesual
kdengan peraturan perundang—undangan yang berlaku; o

- d menerapkan SOP (Standard Operatmg Procedure)‘

pengelolaan. hmbah

‘f‘ ~e. melakukan sosmhsa31 keglatan kepada Pernenntah‘ |

. Daerah, tokoh masyarakat setempat “sebelum - keglatan
;d11aksanakan :

f. memenuhi pérsyaratan standar, dan baku mutu |

o llngkungan dan/atau kntena baku kerusakan lmgkungan
sesua1 dengan peraturan perundang—undangan, :




-~ KETUJUH

. KEDELAPAN

KESEMBILAN - : o
"~ .. mengajukan permohonan perubahan izin - lingkungan .

. apabila teljadl perubahan yang. tercantum dalam Pasal 50 -

~ Peraturan - Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang[ ‘ :

 KESEPULUH _ :

4‘1,

g mendokumentamkan seluruh keglatan : pengelolaan ,
hngkungan yang. 'dllakukan terkalt dengan keglatan—’ -

- kegiatan tersebut;
‘h. memberikan akses kepada Pe_]abat Pengawas ngkungan

~ Hidup untuk melakukan - pengawasan sesuai . dengan
kewenangan sebagalmana tercantum dalam Pasal 74

- - Undang-Undang = Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan ngkungan Hidup;

i 'menyampaukan hasil - pelaksanaan ketentuan dalam Izin

;.ngkungan ‘secepatnya “setelah - selesainya pelaksanaan ‘
_kegiatan,- terhltung ~mulai tanggal dltetapkannya :
'Keputusan ini, kepada e

1 “Gubernur Riau u p. Kepala Badan L1ngkungan H1dup o

_Provinsi: Rlau, : 7
2 ‘Kepala Pusat Pengendahan Pembangunan Ekoreglon
_ Sumatera;

3 Bupat1 Bengkahs u. p Kepala Badan Llngkungan Hldup: | ,

Kabupaten Bengkahs

:n Sebagalmana dlmaksud pada “DIKTUM KETIGA PRI
‘wajib  mencantumkan - segala’ persyaratan dan - kewajiban .

sebagalmana pada DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM.

‘Izm ngkungan m1 berlaku sama dengan 1zm usaha‘,
ﬁ;,;;dan/atau keglatan ' : L

Penanggung _]awab usaha da.n/ afau "keglatan ':wajib

Izin ngkungan

Jis Menyampa_lkan L laporan pelaksanaan , persyaratan
~dan - kewajiban sebaga_lmana - dimaksud - pada
‘ DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA setiap 6 (enam)

bulan sekali terh1tung mula1 tanggal Keputusan Bupat1 1n1___

; ““dltetapkan, kepada : o
a. Gubemur Riau u. p Kepala Badan ngkungan Hldup )

- Provinsi Riau; -

~ b. Kepala Pusat Pengendahan Pembangunan Ekoreglon

‘Sumatera; -

e < 'Bupatl Bengk alls 1L p Kepala Badan L1ngkungan Hldup-_

. KESEBELAS  :
ESE AR e - persyaratan dan kewajlban ‘sebagaimana  dimaksud pada o
DIKTUM - KELIMA dan DIKTUM KEENAM, di Juar ! dari -

: Kabupaten Bengkahs o
P’I‘ Nav1gat ‘Hidro . menyampalkan laporan pelaksanaan

komponen fisik, kimia dan biologi, 1 (satu) bulan setelah -

- pelaksanaan kegiatan kepada instansi lain yang membidangi
sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hldup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

. Hldup (UKL—UPL)



KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS :

KELIMABELAS

TEMBUSAN:

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan,

timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang
dikelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA
dan DIKTUM KEENAM, penanggung jawab wajib melaporkan
kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESEPULUH dan DIKTUM KESEBELAS.

: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan

sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran
sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari
ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2¢ HyamuARl 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS

%..\

H. AHMAD SYAH HARROFIE

o—

1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera

di Pekanbaru;

2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru;

3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkalis

di Bengkalis;

4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Camat Pinggir di Pinggir.



